BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat dibuat suatu

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat pada BAB I berikut

adalah kesimpulannya yang akan dibuat dalam beberapa poin :

a)

b)

Kesimpulan terhadap rumusan masalah pertama mengenai posisi BOPI dan
PSSI sebagai suatu lembaga olahraga di Indonesia, maka dapat disimpulkan
bahwa keduanya merupakan lembaga yang berbeda kedudukan. Perbedaan
tersebut bahwa PSSI dapat dikatakn sebagai suatu lembaha independen dilihat
dari bagaimana dia dibentuk dan juga sebagai suatu organisasi yang tunduk
kepada FIFA, sedangkan BOPI merupakan suatu lembaga non-struktural yang
menjalankan dapat fungsinya untuk melakukan pengawasan secara
independen, namun tetap berada dalam ranah eksekutif sehinga masih
memiliki hubungan dengan lembaga pembentuknya yaitu Menpora.

Kesimpulan terhadap rumusan masalah mengenai sejauh mana aturan FIFA
mengenai larangan Intervensi pihak ketiga terhadap PSSI, maka dapat
disimpulkan bahwa intervensi tersebut tidak dilarang sejauh apabila intervensi
tersebut tidak membawa unsur politik yang dapat mencederai nilai sportivitas
kompetisi sepakbola yang sedang berjalan, selain itu intervensi dapat
dilakukan oleh negara dalam rangka menjamin kesejahteraan para pelaku
olahraga profesional untuk mencegah terjadinya hal buruk yang menghambat
mereka untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini dilakukan demi
mengembangkan persepakbolaan di Indonesia bagi PSSI dan Negara, selain
itu untuk negara agar menjalankan fungsi pengawasan dan pengembangannya
dengan baik dan tidak secara sewenang-wenang untuk menghargai setiap

keputusan yang dibuat oleh PSSI.
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c)

Kesimpulan terhadap rumusan masalah ketiga mengenai siapa yang
sebenarnya paling berwenang untuk menyelenggarakan kompetisi sepakbola
di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa PSSI lah yang paling
berwenang untuk mengatur penyelenggaraan kompetisi karena yang mengatur
mengenai bagaimana suatu kompetisi sepakbola harus dijalankan dan
bagaimana teknisnya adalah PSSI yang didasarkan pada aturan FIFA. Namun
dilakukan dengan koordinasi oleh BOPI sebagai lembaga negara selain
mengenai rekomendasi untuk mendapat izin keramaian dari pihak kepolisian
juga untuk menjamin agar pelaku olahraga profesional yang menjadi bagian
dari penyelenggaraan kompetisi sepakbola mendapat kesejahteraan sesuai
dengan tugas dan wewenang BOPI untuk melakukan pembinaan dan
pengembangan serta pengawasan dan pengendalian. Hal ini dilakukan demi
mencapai tujuan bersama antara PSSI dan BOPI yaitu mengembangkan

persepakbolaan Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya, maka

berikut saran yang akan diberikan :

a)

b)

Saran terhadap kesimpulan yang pertama mengenai kedudukan antara PSSI
dan BOPI adalah bahwa mereka dibentuk dari asal yang berbeda dan memiliki
fungsinya masing-masing, agar tidak menimbulkan permasalahan antara
keduanya, maka harus dilakukan koordinasi yang baik antara keduanya,
karena BOPI dan PSSI merupakan lembaga yang memiliki tujuan yang sama
untuk mengembangkan persepakbolaan Indonesia, hal tersebut tidak mungkin
dapat berjalan apabila dari keduanya tidak dapat berkoordinasi dengan baik

Saran terhadap kesimpulan yang kedua mengenai intervensi pihak ketiga yang
dilarang oleh FIFA terhadap PSSI, bagi BOPI tentunya harus menghormati

keputusan PSSI terkait hal ini karena yang memiliki dasar aturan mengenai
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penyelenggaraan kompetisi seperti klub-klub dan juga aturan permainan
adalah PSSI, namun tentu bukan berarti negara tidak dapat terlibat, karena
persepakbolaan dilaksanakan di Indonesia sehingga PSSI juga harus
menghormati BOPI sebagai lembaga negara untuk melakukan pengawasan
terhadap olahraga di Indonesia, karena kembali lagi kepada tujuan negara
yaitu untuk kesejahteraan rakyat dimana dalam hal ini para pelaku olahraga
profesional lah yang dimaksud, sehingga apabila kesejahteraan mereka
terhambat karena PSSI tentu negara dapat turun tangan mencegah hal tersebut.
Saran terhadap kesimpulan yang ketiga mengenai siapa yang paling
berwenang, bahwa sebenarnya sudah jelas yang paling berwenang adalah
PSSI karena merupakan induk persepakbolaan di Indonesia yang telah
dibangun sejak dulu dan merupakan anggota FIFA yang merupakan induk
persepakbolaan dunia yang dijadikan dasar aturan dari PSSI, namun
kewenangan negara seperti yang disebutkan pada kesimpulan pertama atau
kedua tetap harus dihormati karena tindakan yang dilakukan untuk kebaikan
bersama. Dengan koordinasi yang baik dan jelas tentunya akan ditemukan
solusi untuk setiap masalah, dan mengurangi masalah antar PSSI dan BOPI
dapat menunjang perkembangan spakbola yang lebih baik lagi, sehingga
bukan masalah siapa yang paling berwenang menyelenggarakan kompetisi
saja yang ditujukan kepada pembaca, PSSI maupun BOPI, tetapi bagaimana
antara kedua belah pihak ini harus saling bahu membahu mencapai tujuannya
agar tidak mengalami kejadian yang buruk lagi seperti yang terjadi pada tahun
2015 yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membuat malu

nama negara di kanca internasional.
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